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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1),
avat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor
27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Dinas Perhubungan Kota Cirebon;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama scbagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Cirebon.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang -- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
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Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

‘l
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009
tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umuim;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012
tentang Jasa Perijinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian
Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor* 6 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 69);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Cirebon.
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
2019 - 2023

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan
Kota Cirebon 2019 - 2023, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan satu kesatuan
dan bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menvusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2019 - 2023.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kota Cirebon 2019 - 2023 dan ditetapkan
dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota
Cirebon.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian har} terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2019

LA DINAS PERHUBUNGAN
RQTA CIREBON (!./‘/
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